
SALINAN

PRESIDEN
R EPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 89 TAHUN 2016

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE

NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 2 Tallun 2072 tentang

Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan dalam
rangka meningkatkan kinerja, mutu, prestasi,

pengabdian dan semangat kerja bagi Anggota Komite

Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator,
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Hak

Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Komite

Nasional Keselamatan Transportasi dan Investigator;

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO7 tentar.g
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2OO7 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia r,onl,or 47221;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2008 Nomor 64, Tarrrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia nomor 4956);

5. Undang-Undang
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5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO9 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2OO9 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5025);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2072 tentang
Komite Nasionai Keselamatan Transportasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 12

Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN DAN

FASILITAS LAINNYA BAGI ANGGOTA KOMITE NASIONAL

KESELAMATAN TRANSPORTASI DAN INVESTIGATOR.

Pasal 1

Kepada Anggota Komite Nasional Keselamatan
Transportasi dan Investigator diberikan hak keuangan
dan fasilitas lainnya.

Pasal 2

Anggota Komite Nasional Keselamatan Transportasi
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Ketua Sub Komite
Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian, Ketua Sub Komite
Investigasi Kecelakaan Pelayaran, Ketua Sub Komite
Investigasi Kecelakaan Penerbangan, dan Ketua Sub
Komite Investigasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Pasal 3

Investigator terdiri dari Investigator Keselamatan
Perkeretaapian, Investigator Keselamatan Pelayaran,
Investigator Keselamatan Penerbangan, dan Investigator
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 4
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Pasal 4

Hak keuangan bagi Anggota Komite Nasional

Ke selamatan Transportasi dan Investigator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diberikan
setiap bulan.

Besarnya hak keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Ketua sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima
juta rupiah);

b. Wakil Ketua sebesar Rp. 32.20O.0O0,- (tiga

puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);

c. Ketua Sub Komite sebesar Rp. 29.O50.0OO,- (dua

puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah);

dan

d. Investrgator sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh
belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 5

Bagi Investigator yang berasal dari Pegawai Negeri

diberikan hak keuangan sebesar selisih antara hak
keuangan yang diterima sebagai Investigator dengan gaji

dan tunjangan yang diterima sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 6

( 1) Hak keuangan untuk Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak dilantik, dan
dibayarkan mr-rlai bulan Septernber 20 15.

(2) Hak
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(2) Hak keuangan untuk Investigator sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 diberikan terhitung sejak

dilantik, dan dibayarkan mulai bulan berikutnya.

Pasal 7

Fasilitas lainnya bagi Anggota Komite Nasionai

Keselamatan Transportasi dan Investigator

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan

dalam bentuk biaya perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas bagi Anggota Komite Nasional

Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan setara dengan biaya

perjalanan dinas pejabat eselon I.b atau Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Biaya perjalanan dinas bagi Investigator sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan

biaya perjalan dinas pejabat eselon III atau jabatan

administrator di lingkungan Kementerian

Perhubungan.

Pelaksanaan ketentuan pemberian fasilitas biaya
perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LtrMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 23 1

Saiinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

W

-undangan,
Deputi Bidang Hukum dan


